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ABSTRACT

This study aims to analyze the theories and concepts of development planning with a focus
on developing countries, particularly the dualism between economic growth and equity.
This qualitative research employs data collection methods through library research from
various literature sources such as books, journals, and scientific articles. The collected data
are descriptively analyzed to understand how development planning in developing
countries can balance the needs for economic growth and equity. The results indicate that
this dualism creates complex policy challenges. In Indonesia, development policies have
evolved from a focus on industrialization to decentralization, reflecting a paradigm shift
towards more inclusive and sustainable development. The study's recommendations
emphasize the importance of a holistic and adaptive planning approach that can respond
to local conditions and support the achievement of equitable and sustainable development.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori dan konsep perencanaan pembangunan
dengan fokus pada negara berkembang, khususnya dualisme antara pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode
pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber literatur seperti buku,
jurnal, dan artikel ilmiah. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memahami
bagaimana perencanaan pembangunan di negara berkembang dapat menyeimbangkan
antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dualisme ini menciptakan tantangan kebijakan yang kompleks. Di Indonesia,
kebijakan pembangunan telah berkembang dari fokus pada industrialisasi ke
desentralisasi, yang mencerminkan perubahan paradigma menuju pembangunan yang
lebih inklusif dan berkelanjutan. Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya
pendekatan perencanaan yang holistik dan adaptif yang dapat merespon kondisi lokal dan
mendukung pencapaian pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Perencanaan Pembangunan, Dualisme, Negara Berkembang
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PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan instrumen vital dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Konsep ini
mencakup serangkaian strategi yang dirancang untuk meningkatkan
kesejahteraan ekonomi dan sosial serta mengatasi tantangan seperti kemiskinan,
ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Rondinelli (2019) menekankan bahwa
perencanaan pembangunan yang efektif dapat membantu negara-negara
berkembang memperkuat kapasitas institusional dan tata kelola ekonomi serta
sosial.

Perkembangan teori dan konsep dalam perencanaan pembangunan telah
menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Negara-negara berkembang semakin menyadari pentingnya keseimbangan
antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial. Leahy, Clark, dan Reisinger
(2020) menekankan bahwa strategi pembangunan yang sukses harus
mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang dan ketahanan sosial,
terutama dalam konteks perubahan iklim. Hal ini menuntut integrasi kebijakan
yang mampu mengakomodasi kedua aspek tersebut secara simultan.

Dualisme dalam perencanaan pembangunan sering kali terlihat dalam
dilema antara fokus pada pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan untuk
memastikan distribusi manfaat yang lebih merata. lto (2017) meneliti hubungan
antara emisi CO2, konsumsi energi terbarukan dan tidak terbarukan, serta
pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, dan menemukan bahwa
kebijakan yang berfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi dapat memperburuk
ketidaksetaraan jika tidak disertai dengan upaya redistribusi.

Indonesia merupakan contoh yang menarik dalam konteks ini. Sejak
kemerdekaan, perencanaan pembangunan di Indonesia telah mengalami
berbagai transformasi. Pemerintah Indonesia berusaha mengintegrasikan
berbagai aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam kebijakan dan program
pembangunan nasional. Menurut Kayser et al. (2019), upaya ini mencerminkan
kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan
keberlanjutan lingkungan. Perencanaan pembangunan di Indonesia telah
beradaptasi dengan tuntutan global dan kebutuhan domestik yang semakin
kompleks. Pada Tabel. 1 disajikan data mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat
kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan di Indonesia selama beberapa tahun
terakhir:

Tabel. 1 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2020

Tahun Pertumbuhan Tingkat Gini Ratio (Ketimpangan
Ekonomi (%) Kemiskinan (%) Pendapatan)
2015 4.88 11.13 0.402
2016 5.03 10.70 0.397
2017 5.07 10.12 0.391
2018 5.17 9.82 0.384
2019 5.02 9.22 0.382
2020 -2.07 10.19 0.385

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa meskipun Indonesia mengalami
pertumbuhan ekonomi yang stabil sebelum pandemi COVID-19, tantangan dalam
mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan tetap ada. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan tingkat
kemiskinan dan ketimpangan. Misalnya, pada tahun 2020, Indonesia mengalami
kontraksi ekonomi sebesar -2.07% akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan
peningkatan tingkat kemiskinan menjadi 10.19% dan sedikit peningkatan pada
Gini Ratio menjadi 0.385.

Pendekatan perencanaan pembangunan di Indonesia terus mengalami
penyesuaian seiring dengan perubahan dinamika ekonomi global dan domestik.
Contoh nyata adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
Mandiri yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi lokal.
Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap sumber daya
ekonomi dan layanan sosial (Suryahadi et al., 2017). Keberhasilan program ini
menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan
implementasi kebijakan pembangunan.

Selain itu, pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin diakui dalam
perencanaan pembangunan. Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk
mengatasi masalah perubahan iklim dan degradasi lingkungan melalui berbagai
kebijakan dan program, seperti Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca (RAN-GRK). Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca dan memperkuat ketahanan terhadap dampak perubahan iklim
melalui berbagai inisiatif, termasuk pengelolaan hutan berkelanjutan dan
penggunaan energi terbarukan (Djalante et al., 2018).

Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan global seperti perubahan iklim,
krisis energi, dan pandemi COVID-19 telah semakin menunjukkan pentingnya
perencanaan pembangunan yang adaptif dan tangguh. Perencanaan
pembangunan tidak hanya harus responsif terhadap tantangan saat ini tetapi juga
proaktif dalam mempersiapkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Menurut
laporan BPS (2021), Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam beberapa
indikator ekonomi utama akibat pandemi, yang memerlukan pendekatan
perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk
mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori dan konsep perencanaan
pembangunan dengan fokus pada negara berkembang. Dengan menggunakan
metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), penelitian
ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi
perencanaan pembangunan dan mengevaluasi efektivitas berbagai pendekatan
yang telah dilakukan. Studi ini akan mengkaji literatur dari berbagai sumber yang
relevan dan memberikan analisis yang komprehensif mengenai teori dan konsep
perencanaan pembangunan di negara berkembang, serta implikasinya bagi
kebijakan dan praktik di masa depan.
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METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan
studi kepustakaan (library research) dari berbagai sumber. Pendekatan ini dipilih
untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori serta konsep perencanaan
pembangunan yang diterapkan di negara berkembang. Penelitian deskriptif
kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai
fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau intervensi pada variabel.

Studi kepustakaan adalah kegiatan pengumpulan informasi terkait topik
atau objek yang sedang diteliti dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal,
dan artikel. Informasi yang diperoleh dari berbagai karya ini digunakan untuk
memperkuat argumen dalam penelitian ini dalam membahas masalah
perencanaan pembangunan. Menurut Newman, sebagaimana dikutip oleh
Helaluddin, terdapat beberapa tahap dalam penelitian kualitatif, yaitu: (1) seleksi
tema bahasan, (2) memfokuskan tema penelitian, (3) melakukan desain penelitian,
(4) mengumpulkan data, (5) menganalisis data, (6) menginterpretasi data, dan (7)
pelaporan penelitian (Helaluddin & Wijaya, 2019).

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori perencanaan pembangunan
untuk menilai seberapa besar pengaruh berbagai pendekatan perencanaan dalam
konteks pembangunan ekonomi di negara berkembang. Teori perencanaan
pembangunan menyatakan bahwa setiap strategi pembangunan memiliki
berbagai peran yang mengarahkan bagaimana sebuah kebijakan harus berfungsi.
Melalui kerangka ini, teori perencanaan memberikan landasan yang kuat dan
inspirasi bagi banyak penelitian (Vardiansyah, 2018).

Teori perencanaan pembangunan sering bertolak dari kajian ekonomi
pembangunan dan kebijakan publik yang menyatakan bahwa kegiatan
perencanaan secara rutin menjadi tindakan yang didefinisikan secara sosial dan
ekonomi. Menurut Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, dalam disiplin ilmu ekonomi
pembangunan, teori perencanaan menjadi sentral untuk menganalisis perilaku
dan kebijakan pembangunan ekonomi, termasuk dalam kelompok masyarakat.
Dengan teori perencanaan ini, dapat diketahui apa dan seberapa besar peran
kebijakan pembangunan yang diterapkan.

Dalam kehidupan sosial ekonomi, baik individu maupun kelompok selalu
terkait satu sama lain ketika terjadi interaksi sosial ekonomi, sehingga peran setiap
kebijakan sangat mempengaruhi komunitas ekonomi di mana kebijakan tersebut
diterapkan. Teori perencanaan adalah perpaduan dari berbagai orientasi, teori,
serta disiplin ilmu: ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Setiap perencanaan
menggambarkan hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku yang menjadi satu
kesatuan yang olehnya sebuah kebijakan mendapatkan tuntutan serta
bertanggung jawab untuk memenuhinya. Oleh sebab itu, pelaku perencanaan
disebut sebagai aktor yang berperan dalam prosesnya.

Teori perencanaan ini bertumpu pada observasi bahwa manusia bertindak
dengan hal-hal yang dapat diperkirakan dan bahwa tindakan setiap kebijakan
dilatarbelakangi oleh konteks khusus yang dikonstruksi atas posisi sosial ekonomi
dan faktor-faktor lainnya. Dalam titik inilah, peran setiap kebijakan bersifat
kontekstual-situasional yang dipraktikkan dalam ruang dan waktu tertentu
(Vardiansyah, 2018).
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Biddle dan Thomas mengilustrasikan teori perencanaan ini dengan
pembawaan “lakon” oleh aktor dalam panggung sandiwara. Pembawaan peran
dalam posisi sosial masyarakat yakni patuhnya lakon atau aktor terhadap
skenario, instruksi sutradara, peran aktor lain, serta reaksi umum penonton, serta
bakat dari sang aktor itu sendiri (Biddle & Thomas, 1996).

Dalam kehidupan sosial ekonomi, kepatuhan peran ditentukan oleh norma
sosial ekonomi yang berlaku, tuntutan sosial ekonomi, dan kaidah-kaidah. Dalam
kehidupan sosial aktual, peran aktor lain dimainkan oleh rekan sejawat atau
setingkat, penonton oleh masyarakat yang menjadi lingkungan hidup aktor,
sutradara oleh supervisor (manajer/pengawas), guru, orang tua, serta agen
socializer lainnya (Suhardono, 1994).

Peran dalam teori perencanaan tidak didefinisikan dalam konsep tunggal
tetapi dianggap sebagai proses yang melibatkan tiga komponen terkait posisi
sosial ekonomi tertentu yang dimiliki seorang pelaku. Komponen tersebut adalah:
1) tuntutan terstruktur menyangkut norma, harapan, tanggung jawab, dan tekanan
yang mengarahkan, menghalangi, serta mendukung kinerja fungsi seseorang; 2)
konsepsi peran personal yang menjadi pengertian utama tentang kewajiban
individu dalam posisi sosialnya; 3) perilaku peran, yaitu cara seseorang
berperilaku selaras dengan aturan dalam keorganisasian atau komunitas tertentu
(Dewi, 2012).

Orientasi peran digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial ekonomi
yang muncul dalam diri seseorang ketika berada dalam konteks sosial aktual. Oleh
karena itu, Schlenker dalam orientasi psikologi sosial menyajikan teori
pengendalian kesan yang merujuk pada usaha sadar atau tidak sadar dari aktor
untuk membentuk citra seseorang tentang diri atau kelompoknya yang kemudian
diproyeksikan dalam interaksi sosial ekonomi.

D. Hendropuspito menambahkan istilah baru dalam teori peran, yaitu
peranan sosial ekonomi. Penambahan kata sosial ekonomi mengandung maksud
bahwa peranan tersebut terdiri atas sejumlah pola kelakuan lahiriah maupun
batiniah yang diterima dan diikuti banyak orang. Selain itu, kata sosial ekonomi
menunjukkan bahwa peranan dipentaskan untuk memenuhi kepentingan bersama
agar masyarakat sebagai peristiwa sosial dapat berjalan dengan baik.

Teori peran adalah konsep kunci yang menghubungkan tindakan individu
dalam beragam tingkatan analisis. Baik perseorangan, grup, lembaga, negara,
komunitas, supranasional dan organisasi internasional adalah sistem yang
terkoneksi satu dengan yang lain serta merupakan elemen dari sistem yang lebih
besar. Perilaku elemen dalam sistem yang lebih besar disebut sebagai peran
(Haryanto, 2014).

Dalam kerangka teoritis ini, penelitian ini melihat peran berbagai kebijakan
pembangunan ekonomi dalam masyarakat, terutama peran kebijakan
pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memberikan
pekerjaan yang layak, yang merupakan poin prioritas dari Sustainable
Development Goals (SDGs). Untuk menanggulangi kemiskinan, masyarakat harus
mempunyai taraf pendapatan dan pekerjaan yang layak. SDGs No. 8 memuat
tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pekerjaan yang layak. Tujuan ini
mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif diikuti oleh ketenagakerjaan yang
layak (Nialda, Kaawoan, & Sampe, 2022). Pekerjaan yang layak dapat
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mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan membuat masyarakat
mampu memenuhi kebutuhan serta memperoleh kesejahteraan (Muharromah,
2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa teori dan konsep utama yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan di negara berkembang. Temuan
utama dari penelitian ini mencakup beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Teori Perencanaan Pembangunan:

Penelitian ini menemukan bahwa teori perencanaan pembangunan di
negara berkembang mencakup berbagai pendekatan, dari perencanaan
sentralistik hingga desentralistik. Di banyak negara Asia Tenggara, pendekatan
sentralistik sering diterapkan karena adanya struktur pemerintahan yang kuat
dan terpusat. Sebaliknya, negara-negara dengan keragaman sosial dan
geografis yang tinggi cenderung menerapkan perencanaan desentralistik,
yang memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah daerah.

2. Dualisme Perencanaan (Pertumbuhan vs Pemerataan):

Dualisme dalam perencanaan pembangunan, yang mencakup fokus
antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, menimbulkan dilema bagi
banyak negara berkembang. Beberapa negara lebih memprioritaskan
pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang sering kali meningkatkan pendapatan
nasional tetapi juga memperburuk ketimpangan ekonomi. Sementara itu,
pendekatan yang lebih menekankan pemerataan bertujuan untuk mengurangi
kemiskinan dan ketimpangan meskipun mungkin mengorbankan laju
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Temuan ini relevan dengan situasi di
Indonesia di mana kebijakan pertumbuhan yang cepat harus diimbangi dengan
upaya pemerataan.

3. Perencanaan Pembangunan di Indonesia:

Analisis terhadap kebijakan pembangunan di Indonesia menunjukkan
evolusi yang signifikan dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.
Setiap era memiliki fokus yang berbeda, mulai dari industrialisasi berat pada
masa Orde Baru hingga desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan pada
era Reformasi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa
meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan, ketimpangan
pendapatan masih menjadi masalah yang memerlukan perhatian.

Efektivitas Teori dan Konsep Perencanaan Pembangunan

Efektivitas teori dan konsep perencanaan pembangunan di negara
berkembang sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk kondisi sosial,
ekonomi, dan politik. Misalnya, teori perencanaan yang berhasil di negara dengan
stabilitas politik tinggi mungkin tidak cocok diterapkan di negara dengan konflik
internal yang masih berlangsung. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi
kebijakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi lokal. Di banyak
negara berkembang, stabilitas politk yang kurang dapat menghambat
implementasi perencanaan yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, pendekatan
yang mempertimbangkan keragaman sosial dan geografis serta kondisi politik
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setempat lebih mungkin berhasil. Implementasi kebijakan perencanaan yang
adaptif dan fleksibel sangat penting untuk memastikan keberhasilan
pembangunan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Implikasi Dualisme Perencanaan

Dualisme perencanaan antara fokus pada pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan menciptakan tantangan kebijakan yang signifikan. Negara-negara
berkembang perlu menyeimbangkan antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan
memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan tersebut dirasakan secara merata
oleh seluruh penduduk. Data dari BPS menunjukkan bahwa meskipun Indonesia
mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam dekade terakhir, rasio
Gini yang mengukur ketimpangan pendapatan tidak menunjukkan perbaikan yang
signifikan.

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi 2010-2020

Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Gini Ratio
2010 6.1 0.381
2015 4.9 0.408
2020 2.1 0.384

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu
disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan, sehingga diperlukan
kebijakan yang lebih terfokus pada pemerataan. Kebijakan yang hanya berfokus
pada pertumbuhan ekonomi sering kali meningkatkan kesenjangan sosial dan
ekonomi, sementara kebijakan yang menekankan pemerataan dapat membantu
mengurangi ketimpangan tetapi mungkin memperlambat laju pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan yang dapat
menyeimbangkan kedua tujuan tersebut.

Perkembangan Kebijakan Pembangunan di Indonesia

Analisis kebijakan pembangunan di Indonesia dari masa ke masa
menunjukkan adaptasi yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi tantangan
pembangunan yang terus berubah. Pada masa Orde Baru, fokus utama adalah
pada industrialisasi dan pembangunan infrastruktur, sementara pada era
Reformasi, ada penekanan yang lebih besar pada desentralisasi dan
pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini menunjukkan perubahan paradigma
dalam perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pendekatan desentralisasi memberikan lebih banyak otonomi kepada pemerintah
daerah, memungkinkan mereka untuk merancang dan melaksanakan kebijakan
yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini penting mengingat keragaman
sosial dan geografis Indonesia yang luas.
Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian ini, direkomendasikan agar negara-negara
berkembang, termasuk Indonesia, mengadopsi pendekatan perencanaan yang
lebih holistik. Ini mencakup integrasi antara kebijakan pertumbuhan ekonomi dan
kebijakan pemerataan, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat
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secara keseluruhan. Kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan dan
pemerataan akan membantu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan
inklusif. Dalam konteks Indonesia, penting untuk terus memantau dan menilai
kebijakan pembangunan yang diterapkan, memastikan bahwa mereka adaptif
terhadap perubahan dinamika sosial dan ekonomi serta responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Upaya desentralisasi dan pemberdayaan daerah juga
perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara
merata di seluruh wilayah.

Pendekatan ini akan membantu mengatasi ketimpangan dan menciptakan
peluang yang lebih merata bagi seluruh warga negara, sehingga mendukung
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengacu pada data dan
analisis ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan di negara
berkembang memerlukan pendekatan yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi
lokal. Kebijakan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa
memperhatikan pemerataan akan menciptakan masalah ketimpangan yang dapat
menghambat pembangunan jangka panjang. Sebaliknya, pendekatan yang lebih
holistik dan inklusif akan mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan
adil.

Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah dan pemangku kepentingan di
negara berkembang harus bekerja sama dalam merancang dan
mengimplementasikan kebijakan yang memperhatikan kedua aspek tersebut.
Selain itu, penting untuk terus mengumpulkan dan menganalisis data secara
teratur untuk memantau dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian yang
diperlukan. Dengan demikian, pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif
dapat dicapai, memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa teori dan konsep perencanaan
pembangunan di negara berkembang sangat beragam dan dipengaruhi oleh
konteks lokal, termasuk stabilitas politik dan keragaman sosial. Dualisme
perencanaan, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan, menunjukkan bahwa fokus eksklusif pada pertumbuhan sering
meningkatkan ketimpangan, sementara penekanan pada pemerataan dapat
memperlambat pertumbuhan. Kebijakan di Indonesia telah berkembang dari
industrialisasi ke desentralisasi, mencerminkan kebutuhan akan pembangunan
yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,
disarankan agar negara berkembang mengadopsi pendekatan holistik yang
mengintegrasikan kebijakan pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah harus
merancang kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap kondisi lokal, serta
memantau dan menilai dampak kebijakan secara terus menerus untuk
memastikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Pendekatan ini akan
mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang
bermanfaat bagi seluruh warga negara.
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